



LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 
 
2.1 Teori Keagenan 
Menurut Brigham (2011:56), teori ke agenan merupakan basis teori yang 
mendasari praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi 
teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori 
ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 
yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. 
Perusahaan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan 
Agency Theory (teori keagenan). 
 Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset 
akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi 
keuangan dengan menambahkan aspek prilaku manusia dalam model ekonomi. 
Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan 
manajemen atau manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer 
pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling 
bertentangan. 
 Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu 
orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk 
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 
keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat 




karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak 
tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. 
 Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan 
kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan 
mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 
diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat 
mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dengan cara melakukan manajemen laba.  
2.2 Efektivitas pelayanan kesehatan 
Pengertian efektivitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2009:179 
efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk 
target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas diartikan 
sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan 
pencapaian tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, 
kualitas kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.  
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 ayat 1 
menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan 
sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial-ekonomi. Jadi 
pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non 
fisik (jiwa, sosial, ekonomi).  
Namun, pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi. 
Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai 
kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kualitas 
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(volue) hasil kerja, kualitas kerja maupun batas waktu yang ditargetkan (sukrisno 
2013:56). Likert menemukan bahwa supervisor yang berorientasi pegawai yang 
menerapkan supervisi umum cenderung mengepalai bagian-bagian yang 
berproduksi lebih tinggi dibandingkan dengan supervisor berorientasi tugas yang 
menyelia secara ketat.  
Efektivitas pelayanan kesehatan dalam bentuk pemberian dan pengobatan 
pasien bila semua pihak terkait dan mendukung kegiatan ini tidak berada dalam 
posisi sebagai “ unit dari suatu sistem” menuju tercapainya yang telah disepakati. 
Mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang senantiasa berusaha memberi 
pelayanan dan pengobatan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan yang optimal, 
jalur komunikasi memegang peranan yang sangat penting dimana hal ini tidak 
terlepas dari faktor petugas pelayanan.  
a. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Menurut Indra Bastian ( 2008: 25) institusi yang bertanggung jawab di 
bidang kesehatan adalah DOH ( Departement Of Health ) di tingkat nasional, 
PHO ( Provincial Of Health ) dengan PH ( Provincial Hospitals ), RHU ( Rural 
Health Unit ), dan BHS ( Barangay Health Station ). Organisasi pelayan 
kesehatan mempunyai komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang 
berkualitas bagi masyarakat yang dilayaninya. 
b. Standar Pelayanan Publik. 
Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan 
penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan 
yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik merupakan fenomena yang 
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berlaku baik dinegara maju maupun negara berkembang. Diindonesia, upaya 
untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
c. Asas Pelayanan Publik 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Menurut 
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, yaitu  
1. Transparasi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3. Kondisional  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas. 
4. Partisipatif  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
a) Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
b) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
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Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
 
5. Prinsip pelayanan publik. 
Ratminto dan Winarsih (2009:89) menyebutkan bahwa penyelenggaraan harus 
memenuhi beberapa prinsip berikut : 
a) Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
b) Kejelasan 
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 
1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 
2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c) Kepastian waktu 
Pelaksanaan pelayanan publi dapak dilaksanakan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan 
d) Akurasi  




Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
 
 
f) Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggaraan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan publik. 
g) Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informasi. 
h) Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i) Kedisplinan, Kesopanan dan Keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap displin, sopan dan santun, ramah 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j) Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratr, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman dan bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
16 
 
6. Kualitas pelayanan publik 
Kualitas pelayanan menjadi salah satu isu paling penting dalam penyediaan 
layanan publik di indonesia. Kesan buruknya pelayanan publik selamaini selalu 
menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan di indonesia. Selama 
ini pelayanan publik selalu identik dengan kelambanan, ketidakadilan, dan biaya 
tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanna di mana perilaku aparat penyedia 
layanan yang tidak efektif dan mencerminkan jiwa pelayanna yang baik. 
Penilaian kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang 
berbeda misalnya dari segi : 
a. Product Based, dimana kualitas pelayanan didefenisikan sebagai 
suatu fungsi yang spesifik dengan variabel pengukuran yang berbeda 
terhadap karakteristik produk 
b. User Based, dimana kualitas pelayanan adalah tingkatan kesesuaian 
pelayanan dengan yang diinginkan oleh pelanggan. 
c. Value Based, berhubungan dengan kegunaan atau kepuasan atas 
harga. 
7. Tantangan dan Kendala Dalam Pelayanan Publik 
Ada beberapa tantangan dan kendala yang mendasar menyebabkan rendahnya 
kualitas pelayanan publik di indonesia antara lain adanya :Konteks monopolistik, 
dalam hal ini karena tidak adanya  kompetisi  dari penyelenggarapelayanan publik 
non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan  jumlah,  
kualitas  maupun  pemerataan  pelayanan  tersebut oleh pemerintah. 
8. Tekanan dari lingkungan,  
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Dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi  pelayanan  
dalam  transaksi  dan  interaksinya  antara  lingkungan dengan organisasi publik. 
9. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan 
publik di  Indonesia  masih  banyak  terikat  oleh  tradisi-tradisi  politik  dan  
budaya masyarakat  setempat  yang  seringkali  tidak kondusif  dan  melanggar  
peraturanperaturan yang telah ditentukan. 
10. Kriteria Pelayanan Publik 
Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 
kerja dari  organisasi  yang  memberikan  pelayanan.  Menurut  Siagian  (2007:60)  
kriteria pelayanan publik antara lain :  “Kriteria  efektivitas pelayanan publik yang 
harus diberikan oleh tiap organisasi adalah pelayanan yang terstruktur diantaranya 
adalah faktor waktu, kecermatan dan pemberian pelayanan”. Berikut  akan  
diuraikan  mengenai  faktor  waktu,  kecermatan  dan  pemberian pelayanan : 
a.  Faktor waktu, Maksud dari faktor waktu disini adalah ketepatan waktu dan 
kecepatan waktu dari   pelayanan   yang   diberikan   oleh   pemberi   
pelayanan,   hanya   saja menggunakan  ukuran  waktu  tepat   atau  tidaknya,  
cepat  atau  tidaknya  pelayanan  yang diberikan. Terlepas dari penilaian 
subjektif yang demikian maka jelas faktor   waktu   dapat   dijadikan   sebagai   
salah   satu   ukuran   kriteria   efektivitas pelayanan. 
b.  Faktor kecermatan, Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai  
kriteria efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor  
kecermatan  disini  adalah faktor  ketelitian  dari  pemberi  pelayanan   kepada   
pelanggan.   Pelanggan   akan cenderung memberi nilai yang tidak terlalu 
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tinggi kepada pemberi pelayanan apabila terjadi banyak kesalahan salam 
proses pelayanan. 
c.  Faktor gaya pemberian pelayanan, Gaya pemberian  pelayanan merupakan 
salah satu ukuran yang dapat dan   biasa  digunakan  dalam  mengukur  kriteria  
efektivitas  kerja.  Yang  dimaksud dengan  gaya  disini  adalah  cara  dan  
kebiasaan  pemberi   pelayanan  dalam memberikan jasa kepada pelanggan 
yang tidak terlepas dengan nilai sosial. 
2.3 Audit operasional 
A. Pengertian audit. 
Pengertian auditing menurut Arens et al (2008:4) adalah pengumpulan dan 
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat 
kesesuaian antara informasi itu dan criteria yang telah ditetapkan.Auditing harus 
dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Mulyadi (2013:9) 
auditing adalah suautu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif mengenal pernyataan tentang kegiatan ekonomi, dengan 
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan 
tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan , serta penyampaian hasil-hasilnya 
kepada pemakai yang berkepentingan.  
1. Jenis-jenis audit 
a) Audit laporan keuangan (financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan 
mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan enntitas dengan maksud agar dapat 
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memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara 
wajar sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan. 
b) Audit kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit 
mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang 
lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, 
bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adlah kelompok utama yang 
berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang 
digariskan. 
c) Audit Operasional ( Operational Audit) 
Audit operasional mengevaluasi efesiensi dan efektifitas setiap bagian dari 
prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen 
biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit 
operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, 
tetapi dapat mencakup evaluasi atau struktur organisasi, operasi computer, metode 
produksi, pemasaran, dan semua bidang lain diamna auditor menguasai. 
2. Ruang Lingkup Audit 
Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas 
kecukupan, serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas 
kinerja ketika melaksnakan tanggung jawab penugasan. Standar ruang lingkup 
berkaitan dengan : 
a. Reliabilitas dan Integritas Informasi 
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Auditor internal harus menelaah reliabilitas dan integritas informasi 
keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, 
menilai, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut. 
b. Ketaatan pada kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan 
Auditor internal harus menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan 
ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang 
dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan, serta 
harus menentukan apakah organisasi telah mematuhinya.  
c. Perlindungan Aktiva 
Auditor internal harus menelaah kesesuaian sarana yang digunakan untuk 
melindungi aktiva serta memverifikasi keberadaan aktiva tersebut. 
d. Ekonomis dan Efisien Penggunaan Sumber Daya 
Auditor internal harus menilai ekonomis dan efisien penggunaan sumber 
daya. 
e. Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang Ditetapkan untuk Operasi 
Program/Auditor internal harus menelaah operasi dan program untuk 
memastikan hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan serta yang 
ditetapkan dan apakah operasi dan program telah dilaksanakn sesuai 
rencana. 
3. Pengertian audit operasional 
Audit operasional merupakan penelaah atas prosedur dan metode operasi 
entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya.  Audit 
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operasional juga kadang disebut sebagai audit kinerja, audit manajemen, 
atau audit komprehensif . 
4. Tujuan audit operasional 
Audit operasional biasanya dirancang untuk memenuhi satu atau tujuan 
berikut: 
a. Menilai kinerja, setiap audit operasional meliputi penilaian kineja 
organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan 
membandingkan kegiatan organisasi dengan (1) tujuan seperti 
kebijakan, standar dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen 
atau pihak yang menugaskan serta dengan, (2) kriteria penilaian lain 
yang sesuai. 
b. Mengidentifikasi peluang perbaikan, peningkatan efektivitas, efesiensi 
dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian 
sebagian besar perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang 
perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu (apakah dari dalam 
atau luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa 
lalu atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan 
standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan  
pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai. 
c. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tidakan lebih 
lanjut, sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam 
selama pelaksanaan audit operasional. 
5. Manfaat audit operasional 
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a) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul, penyebabnya dan 
alternative solusi perbaikannya. 
b) Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efesiensi biaya. 
c) Menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan. 
d) Menidentifikasi sasaran, tujuan , kebijakan dan prosedur organisasi yang 
belum ditentukan. 
e) Menidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan 
organisasi. 
f) Merekomendasikanperbaikankebijakan, prosedur dan struktur 
organisasi. 
g) Melaksanakan pemeriksaan atas kinerja individu dan unit organisasi. 
h) Menelaah ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hokum, tujuan 
organisasi, sasaran, kebijakan dan prosedur. 
i) Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan, 
atau ketidaksesuaian lainnya. 
j) Menilai system informasi manajemen dan system pengendalian. 
k) Menyediakan media komunikasi antara level operator dan manajemen. 
l) Memberikan penilaian yang independen dan objektif atas suatu operasi. 
6. Jenis-jenis audit operasional 
a. Audit Fungsional (functional audit) 
b. Audit Organisasi (Organization Audit) 
c. Penugasan Khusus (Special Assigment) 
7. Tahap-tahap audit operasional 
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a. Pengenalan, sebelum memulai suatu audit operasional, auditor terlebih 
dahulu harus mengenali kegiatan atau fungsi yang sedang diaudit. 
Untuk melaksanakan hal ini, auditor menelaah latar belakang informasi, 
tujuan, struktur organisasi dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang 
sedang diaudit, serta menentukan hubungannya dengan entitas secara 
keseluruhan. 
b. Survei, selama tahap survei dari audit operasional,yang lebih dikenal 
sebagai survei pendahuluan (preliminary survey), auditor harus 
berusaha untuk mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting 
yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang sedang 
diaudit. Biasanya digunakan kuesioner untuk mengidentifikasi aspek-
aspek yang perlu didalami lebih jauh dari kegiatan atau fungsi tersebut. 
c. Pengembangan program, pada awalnya auditor menyusun program 
pekerjaan, berdasarkan tujuan audit yang merinci pengujian dan analisis 
yang harus dilaksankan atas bidang-bidang yang dianggap “penting” 
dari hasil survei pendahuluan. Disamping itu, auditor juga 
menjadwalkan kegiatan kerja, menugaskan personel yang sesuai, 
menentukan keterlibatan personel lainnya dalam penugasan, serta 
menelaah kertas kerja audit. 
d. Pelaksanaan audit, pelaksanaan audit merupakan tahap utama dari audit 
operasional. Auditor melaksankan prosedur audit untuk mengumpulkan 




e. Pelaporan, tahap pelaporan merupakan tahap yang penting bagi 
keberhasilan keseluruhan audit operasional yang dilakukan. Laporan 
audit operasional pada umumnya mengandung dua unsur yaitu : (1) 
tujuan penugasan, ruang lingkup, dan pendekatan (2) temuan-temuan 
khusus dan rekomendasi. Laporan ini sering kali juga mencantukan 
ikhtisar eksekutif yang menyoroti intisari dan kesimpulan dari rincian 
laporan tersebut. 
2.4 Pengendalian Internal 
A. Pengertian pengendalian internal 
Pengendalian internal yaitu suatu keadaan dimana terdapat sistem akuntansi 
yang memadai, sehingga menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan 
informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau 
pemegang saham kreditur dan para pemakai laporan keuangan (stakeholder) lain, 
yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi Menurut SPAP dalam SA 
314.4 No. 05-09Pengendalian intern atas pengelolaan komputer, yang dapat 
membantu pencapaian tujuan pengendalian internal secara keseluruhan, mencakup 
prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam komputer: 
1) Pengendalian umum : pengendalian menyeluruh yang berdamapak terhadap 
lingkungan EDP yang terdiri atas : 
a. Pengendalian organisasi dan manajemen 
b. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi 
c. Pengendalian terhadap operasi sistem 
d. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem 
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e. Pengendalian terhadap entri data dan program 
2) Pengendalian aplikasi : pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi yang 
meliputi: 
a. Pengendalian atas masukan  
b. Pengendalian atas pengolahan dan file data komputer 
c. Pengendalian atas keluaran 
d. Pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem online. 
Suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk 
memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa organisasi. Tujuan audit 
internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya secara efektif ( Dan M.Guy Dkk, 2003:89). Sistem 
pengendalian internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada 
untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) 
yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas 
Cost-Benefit, (Indah 2012:67). Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan 
dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi 
manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen 
memiliki tiga rancangan dalam merancang sistem pengendalian internal yang 
efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efesiensi, dan efektivitas operasi, 
serta ketaatan pada hukumdan peraturan (Hery 2011:45). Tujuan Penerapan SPI 
Dalam Perusahaan Adalah Untuk Menghindari Adanya Penyimpangan Dari 
Prosedur, Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Perusahaan Dapat Dipercaya Dan 
Kegiatan Perusahaan Sejalan Dengan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku. 
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pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalanakan oleh dewan komisaris, 
manajemen dan personel entitas lainnya yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut : 1) 
keandalan pelaporan keuangan, 2) efektivitas dan efesiensi operasi, dan 3) 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (McGraw-Hill 2006:123) 
1. Pengendalian Yang Relevan Bagi Audit 
Pengendalian yang berkaitan dengan operasi dan tujuan kepatuhan mungkin 
relevan ketika terkait dengan data yang digunakan auditor sebagai data non 
keuangan untuk menerapkan prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian 
internal yang berkaitan dengan statistik operasi atau produksi dapat dimanfaatkan 
oleh auditor sebagai data non keuangan untuk prosedur analitis. Disisi, lain 
bebrapa pengendalian yang berhubungan dengan rencana manajemen atau 
keputusan operasi mungkin tidak relevan bagi tujuan audit.  
2. Komponen Pengendalian Internal 
a. Lingkungan pengendalian  
b. Proses penentuan resiko 
c. Sistem informasi dan proses bisnis terkait yang relevan terhadap pelaporan 
keuangan dan komunikasi 
d. Prosedur pengendalian 
e. Pemantauan pengendalian 
3. Pengaruh teknologi informasi terhadap pengendalian internal 
Cakupan penggunaan teknologi informasi (TI) oleh entitas dapat 
memengaruhi lima komponen pengendalian internal. Penggunaan teknologi 
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informasi(TI) memengaruhi cara transaksi dimulai, dicatat, diproses dan 
dilaporkan. Dalam sistem manual, suatu entitas menggunakan prosedur manual, 
dan informasi umumnya dicatat dalam bentuk kertas. Sebagai contoh, individu 
dapat menyiapkan secara manual pesanan penjualan, laporan pengiriman dan 
faktur diatas kertas.  
Di sisi lain, suatu entitas dapat menggunakan sistem yang terotomatisasi yang 
membagi data dan yang digunakan untuk mendukung seluruh aspek pelaporan 
keuangan entitas, tujuan perasi, dan kapetuhan.Sistem informasi seperti itu 
mengguankan prosedur untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan 
transaksi dalam bentuk elektronik.  
4. Tanggung Jawab Manajemen Terhadap Pengendalian Internal 
Dalam menetapkan pengendalian internal tujuan manajemen adalah 
memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan entitas akan dicapai. Konsep 
kepastian yang layak melibatkan dua pertimbangan. Pertama, biaya pengendalian 
internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan. Sebagai 
konsekuensinya, manajemen dapat memutuskan bahwa tidaklah masuk akal untuk 
menetapkan pengendalian khusus yang memakan biaya yang melebihi kerugian 
potensial jika tanpa  pengendalian. Kedua, terdapat keterbatasan dalam setiap 
pengendalian internal entitas. Meskipun pengendalian internal telah dirancang 
dengan baik, namun masih ada kesalahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-
faktor seperti, ketidakhati-hatian, pertimbangan yang tidak tepat, dan kegagalan 
komunikasi.  
5. Pemahaman Auditor Tentang Pengendalian Internal  
28 
 
a. Pengetahuan Tentang Lingkungan Pengendalian 
Sebagai contoh, untuk memahami struktur organisasi, auditor harus 
menyelidiki tentang organisasi entitas, mengobservasi bagaimana entitas 
tersebut dikelola, dan memeriksa dokumen yang berhubungan dengan 
struktur organisasi. Auditor akan menggunakan informasi tersebut untuk 
mempelajari bagaimana manajemen mengelola entitas dan penekanan 
yang diberikan pada struktur organisasi yang efektif. Auditor dapat 
menyelidiki kebijakan dan prosedur khusus yang digunakan, 
mengobservasi penerapannya, serta menginspeksi dokumen yang 
berhubungan dengan metode tersebut. 
1. Pengetahuan Tentang Penilaian Resiko 
Auditor harus memiliki pengentahuan yang memadai tentang penilaian 
resiko entitas untuk memahami bagaiaman manajemen 
mempertimbangkan resiko yang relevan dengan tujuan pelaporan 
keuangan, mengestimasi signifikansinya, menilai tingkat kemungkinan 
resiko terjadinya, dan menentukan tindakan untuk mengatasinya. 
2. Pengetahuan Tentang Informasi Dan Komunikasi 
3. Pengentahuan Tentang Pemantauan 
Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis-jenis 
aktivitas utama yang digunakan entitas untuk memantau pengendalian 
internal terhadap laporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas-
aktivitas tersebut digunakan untuk memulai tidakan korektif. Aktivitas 
ini dapat tertanam pada aktivitas manajemen dan pengawasan yang 
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3 Menurut Pandangan Islam 
1. Auditing Menurut Al-Qur'an 
 ْاىُفۡوَأ۞َۡلٍَكۡلٱ  َهِم ْاىُوىُكَت اَلَوَهٌِسِسۡخُمۡلٱ ١٨١  ِب ْاىُوِشَوِمٍِقَتۡسُمۡلٲِساَطۡسِقۡلٲ ١٨١اَلَو  ْاىُسَخۡبَتَساَىلٱ  اَلَو ۡمُهَءٓاٍَ ۡشَأ
 ًِف ْۡاىَثۡعَتِضۡزَأۡلٱ  َهٌِدِسۡفُم١٨١ يِرَلٱْاىُقَتٱَو َو ۡمُكَقَلَخَهٍِلَوَأۡلٱَةَلِبِجۡلٱ ١٨١  
 
Artinya : "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 
Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan 
manusia dengan  mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah Menciptakan kamu 
dan umat-umat yang dahulu.” (Asy-Syua‟ra, 26: 181-184) 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah 
dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih 
menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita kurangi. 
Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut 
Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, 
biaya, dan laba perusahaan yang sehingga seorang Akuntan wajib mengukur 
kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah 
laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi 
yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. 
Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan 
motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan  
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memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan 
Independen yang melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya. 
Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam ilmu 
Auditing. 
Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut "tabayyun" sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:  
 
َهٌِرَلٱاَهٌَُأٌَٰٓ إَبَىِب ُۢقِساَف ۡمُكَءٓاَج نِإ ْآىُىَماَءٖ ةَٰلَهَجِب اَۢمۡىَق ْاىُبٍِصُت نَأ ْآىُىٍََبَتَفٖ  ۡمُتۡلَعَف اَم ٰىَلَع ْاىُحِبۡصُتَف
 َهٍِمِٰدَو٦  
 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!Jika seseorang yang fasik datang 
kepadamu dengan membawa suatu berita,maka telitilah kebenarannya, agar 
kamu tidak memcelakakan suatu kaumkarena kebodohan (kecerobohan), yang 
akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” 
 
Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus 
menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam 
Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi: 
َۡلٍَكۡلٱْاىُفۡوَأَو ِب ْاىُوِشَو ۡمُتۡلِك اَذِإِۚمٍِقَتۡسُمۡلٲِساَطۡسِقۡلٲ ۡسٍَخ َكِٰلَذٖ لٌِۡوأَت ُهَسۡحَأَوٖ ا١٣  
 
Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya." 
 
 Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi 
dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar 
hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah 
Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam 
pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun 
penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. 
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Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah 
Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa 
tertentu, dan „Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah 
Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang 
membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional.Kaidah-kaidah Akuntansi 
Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin 
ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan 
Akuntansi tersebut. 
2. Penelitian Terdahulu  
a. Penelitian oleh Anggit Purwitasari (2013) 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Purwitasari (2013) berjudul 
“Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitemen Organisasi dalam 
pencegahan fraud pengadaan barang (survey pada 5 Rumah Sakit di 
Bandung)”. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel 
dependen yaitu pencegahan fraud pengadaan barang, sedangkanvariabel 
independen yang digunakan adalah pengendalian internal dan komitmen 
organisasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah:  
1. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap variabel 
pencegahan fraud pengadaan barang.  
2. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 
fraud pengadaan barang.  
b. Penelitian oleh Rezky Retno Arvianita (2015) 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan Audit Operasional terhadap Efektivitas Pelayanan 
Kesehatan pada Rumah Sakit yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 
determinasi (r2) sebesar 0,586, nilai signifikansi lebih kecil dari level of 
significant (0,000 < 0,050) dan persamaan garis regresinya Y = 8,427+ 
0,831X1; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengendalian 
Internal terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,750, 
nilai signifikansi lebih kecil dari level of significant (0,000 < 0,050) dan 
persamaan garis regresinya Y = 12,358 + 0,741X2; (3) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan Audit Operasional dan Pengendalian Internal 
secara simultan terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) 
sebesar 0,762, uji F ditunjukkan dengan F hitung > F tabel (116,092 > 
3,130), nilai signifikan lebih kecil dari level of significant (0,000 < 0,050) 
dan persamaan garis regresinya yakni Y = 6,229 + 0,237X1 + 0,594X2. 
c. Penelitian oleh Zulkarnain Usman (2013) 
Penelitian oleh Zulkarnain Usman berjudul “Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. MNC Sky 
Vision  Cabang  Gorontalo”.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap  kinerja  perusahaan  pada  PT  MNC  Sky  Vision  cabang 
Gorontalo.  Koefisien  determinasi  menunjukkan  besarnya  pengaruh 
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sistem pengendalian intern terhadap kinerja perusahaan pada PT MNC 
Sky Vision cabang Gorontalo adalah sebesar 40,2%.Persamaan  penelitian  
oleh  Zulkarnain  Usman  dengan penelitian  ini  adalah  sama-sama  
meneliti  variabel  independen Pengendalian Intern. Perbedaannya adalah 
sebagai berikut:  
a.  Penelitian  ini  menambahkan  variabel  Independen  berupa  Audit 
Operasional  
b.  Variabel  dependen  yang  digunakan  berbeda,  pada  penelitian 
Zulkarnain  Usman  menggunakan  variabel  kinerja  
perusahaansedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  variabel  
efektivitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit. 
d. Penelitian oleh Lion Saiful Mukminin (2010) 
Penelitian oleh Lion Saiful Mukminin berjudul “Pengaruh Audit 
Operasional Terhadap Kinerja Non Keuangan Dengan Audit Atas 
Persediaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Enpiris Pada Perusahaan 
Manufaktur Di Tangerang)”.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan 
bahwa audit operasional secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja 
non keuangan sedangkan melalui audit atas persediaan berpengaruh 
terhadap kinerja non keuangan. Dan menurut hasil penelitian yang 
diperoleh dalam uji F (simultan) audit operasional dan audit atas 
persediaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja non keuangan. 
 
 


















Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1 : Audit  Operasional  berpengaruh signifikan terhadap  efektivitas  pelayanan 
kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura 
H2 :  Pengendalian Internal berpengaruh signifikanterhadap Efektivitas Pelayanan 
kesehatan Rumah Sakit Umum Siak Sri Indrapura 
H3 : Audit Operasionaldan PengendalianInternal berpengaruh signifikan 






1. Pengaruh Audit Operasional terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan 
pada Rumah sakit  
 
Audit operasional sangat dibutuhkan dalam menunjang efektifitas dan 
efisiensi kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Audit operasional dapat 
menjadi alat evaluasi untuk mencari hambatan atau kendala yang terjadi 
dalam kegiatan operasional instansi sehingga dapat dicarikan solusi untuk 
memperbaiki kendala tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Icah Cahyati (2013:67), bahwa variabel audit operasional memiliki pengaruh 
dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jika 
rumah sakit menerapkan audit operasional secara baik dan terstruktur maka 
akan tercipta efektivitas pelayanan kesehatan. 
2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pelayanan 
Kesehatan padaRumah Sakit  
 
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan terhadap efektivitas 
dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan 
terhadap hukum dan perundang-undangan. Pelayanan kesehatan pada rumah 
sakit termasuk dalam kegiatan operasional yang dijalankan rumah sakit.  
3. Pengaruh Audit Operasional Dan Pengendalian Internal Secara Simultan 
Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit  
 
Berkembangnya suatu institusi tentu saja akan membuat ruang lingkup 
pekerjaan menjadi semakin luas, hal ini tentu saja mengakibatkan aktivitas 
yang terjadi pada suatu institusi tersebut semakin banyak. Oleh karena tingkat 
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aktivitas yang semakin tinggi, pihak manajemen dituntut untuk mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Audit Operasional dapat 
digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi setiap kegiatan operasional 
yang dilakukan oleh sebuah institusi. Salah satu tujuan dari pengendalian 
internal adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasional 
perusahaan. Hal ini tentu berkaitan dengan efektivitas pelayanan kesehatan 
yang dilakukan rumah sakit. Semakin baik pengendalian internal yang 
diterapkan oleh perusahaan pasti akan semakin baik efektivitas pelayanan 
kesehatan yang dilaksanakan oleh perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
